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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
Nomor : 4 Tahun 1993 Serie : A ; MNomor : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATRAH TINGKAT 11 MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 1989

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN DI WILAYAH
'KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEFALA DAERAH TINGKAT IT MAGELANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat kawat Menteri Dzlam
Negeri tanggal 13 Desember 1986 Nomor 974/
46L2/FUOD, ‘Nama pungutan Daerah stas pengz
daan dan/atau pengelolaan Penerangzn Jzlan
Umum yang menjadi wewenang Pemerimtzh Das
rah Tingkat II telah ditetapkan menjadi Pz
jak Penerangan Jalan;

‘b, bahwa oleh karenanya maka Peraturan Dsersh
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang MNomor
6 Tahun 1985 tentang Turan Penerangan Jalan
Umum di Wilayah Kabupaten Dserah Tingkat II
Magelang perlu ditinjau kembali dan diatur
lagi sebagaimana mestinya;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetap
kan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1., Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentarg
Pdcok~pokak Pemerintahan di Dgerah.
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Fera
turan Femerintah Nomor 32 Tahun 1950 ten
tang Pembentukan Daerah-daersh Kabupaten
dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang=undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 ten
tang lI'eraturan Umum Pajak Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953
tentang Penyerahan sebagian dari Urusan
Pemerintah Pusat mengenoi peker joan umum
kepada Propinsi dan penegasan tugas menge
nai pekerjaan umum dari Kabupaten, Kota
besar dan Kota Kecil di Jaws j

Peraturan Femerintah Nomor 6 Tazhun 1975
tentang Tata Cara Penyusunan APBD, Pelzk-
sanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Fe
nyusunan Perhitungan APBD ;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan
dan Energi Nomor 297 Tahun 1982,Nomor 687
/KMK.07/1982 dan Nomor 1144/Kpts/M/Fer -
tamben/fl‘;ﬁz tentang Tata Cara Pembiayzan,
Pembayaran dan Penyelesaian Tunggaksn Re
kening Pemakaian tenaga 1listrik PIN oleh
Femerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II
dan FPerusahaan Daerah di Seluruh Indone
cia

Kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 13
Desember 1986 Nomor 974/L64L2/FUCD ten
tang FPerubahan nama purgutan Daerah atas

Pengadaan den/atau Pengelolaan Ienerengan.
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Jalan Umum yang menjadi wewenang Pemerin

tah Daerah Tingkat II menjadi Pajok Pe
nerangan Jalan.

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat

' I Jawa Tengah tanggal 23 Mei 1987 Nomor

974/911/1987 tentang Pelaksanaan Pungutan

Pa jak Penerangan Jalan di Kabupaten Kots
madya Daerah Tingkat II se Jawa Tergah.

Mendengar : Pembicaraan - pembicaraan dalam Sidang Feri
purna Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh pedz he
ri ini,

Dengan persatﬁjﬁéh Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh Ksbupe
ten Daerah Tingkat II Magelang.
MEMUTUSKAN

Menctapkan : FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II MAGELANG TENTANG FAJAK PENERANCAN JAIAN
. - DI WIIAYAH KABUFATEN DEARWMH TINGKAT II MACT
- I.ANG-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

e, Pemerintah Deaerah adalah Pemerintah Kabupsten Daereh
Tingket 11 Magelang

b. Bupati Kapafla Daerah adalah DBupati Kepala Daerah
Tingkat II Magelang.
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c. Dewan perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakil-
an Rakyat Daersh Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

d. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas Penggunaan
tenaga listrik ;

e, Surat Pemberitahuan yseng selanjutnya disingkat SPT
adalah surat ysng oleh waJjib pajak digunakan untuk me
laporkan data obyek dan wajib pajak sebagal dasar per
hitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yarg o
terhutang menurut ketentuan Peraturan Perundang - un
dangan yang berlaku ;

f. Nota pajak adalah Perhitungan besarnya paljak penerang
an jalan yang terhutang yang harus dibayar dleh wajib
pajak, beri‘mgs:. aabagal ketetapan pajak H

g+ Perusahaan L:.st.r:l.k Hegara adalah Perusahsan Listrik
Negara yarng mempunyai Wilaysh Ker ja di Kabupaten Dze
rah Tingkat IT Magelang ;

h, Surat Ketetapan pajek yang selanjutnya disingkat SKP
adalah surat ketetapan pajak yang diterbitkan karens
jabatan ;

i, Surat tagimhan pajak yang selanjutnya disingkat STP
adalah surat untuk melakukan tagihan pajek dan / atau
 sanksi berupa denda administrasi ; W

BAB II
NAMA, WILAYAH DAN OBYEK
Pasal 2

(1) Dengan nama pajek penerangan jalan dipungut pajek ke
pada setiap pengguna tenaga listrik dalam Wilayah Ka
bupaten Dacrah Tingkat II Magelang j

Dipindai dengan CamScanner



= 5 =
(2) Obyek pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.

(3) Tenaga listrik sebagsimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini adalah tenaga listrik arus bolak~balik yang ber
asal dari PLN. '

Pasal 3
Dikecualiken dari obyek pajak adalah ¢ -

a. Pengguncan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah/Pe
merintahan Daerah dan Angkatan Dersenjata Republik In
donesia yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Be
lanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

b. Penggunaan tensga listrik pada tempat-tempat yzng di
gunakan oleh perwakilan Diplomati, perwakilan Kon-—
suler, perwakilan PBB serta Badan—-badan khususmyz, Ba
dan atau Organisasi Inpternasional dan tenagz zhli

asing yang diperbantukan kepada Pemerintah Republik
Indonesia.

BAB III .
WAJIB PAJAK

Pasal. 4

(1) Wajib Pajak adalah orang atau bactan yang menggunakan
tensga listrik.

(2) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pejek adalah.

a. Untuk perorangan adalah orang yang bersangkutan
atau kuasanya j

b, Untun Badan adalah pengurus atau kuasanya.
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BAB IV

DASAR FERMITUNGAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 5

Dasar perhitungan pajak adalah besarmnya trgihan pengguna

an tenaga listrik.
5 '.}'11 !

‘Pasal 6

(1) Besarnya tarip pajek ditetapkan sebesar 9} (sembilan
perseratus) ;

(2) Besarnya tarip pajak untuk golongan industri ditetap
kan sebesar 3% (tiga perseratus)

(3) Besarnya pajsk terhutang dihitung dergan cara merga-
likan dasar perhitungan dan tarip pajak.
BAB V
MASA PAJAX, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN
‘Pasal 7

Masa pajek adalah jangka .waktu tertentu yang ditetarkan
oleh Bupsti Kepala Daerah sebagai dasar untuk menent ukan
besarnys pazjek terhutang.
- Pasal 8

Pajak terhutang dalam masa pajek 'tﬂr_ja&i_ pada saat perg
gunaan tensga listrik.

g Pasal 9
(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPD :
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(2) SPT sebagoimana dimeksud ayet (1) Pasol ini harus di
isi dengan jelas, benar dan lengkop ;

(3) Bentuk isi dan tata cara pengisian SPT ditetapkan
oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
KETETAPAN PAJAK

Puéal iD

(1) Untuk pengenaan Pajak Bupati Kepala Daerah menerbit
kan Nota Pajak ;

(2) Bentuk isi dan kwitansi Nota Pajak, SKP dan STP dite
tepkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

(1) Apabila berdasarkesn hasil pemeriksaan atau data lain
:ternyata jumlah pajak yang terhutang kurang atzu ti
dak dibayar, maka dalam jangka waktu lima tahun sesu
dah saat terhutangnya pajak atau berahirnyz mssa pe
jek, Bupati Kepala Daerah dapst mengeluarkan surst
ketetapan pajak karena jabatan.

(2) Ketetapan pajck sebagaimana dimaksud ayst (1) Pasal
ini ditambah dengan tambahan pajck sebesar 50¢ (lims
puluh perseratus) dari pokok pajek.

ik BAB VII
= ~ “TATA CARA PEMBAYARAN DAN FENAGTHAN
il Pasal 12 I

(1) Wajib quak wajib membayar pajek yang terhutang ke
Kas Daerah atau tempat lain yong ditunjuk sesuci de
ngan waktu yeng ditentukan,
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(2) Keterlambatan stas pembayeren pajck dapet dikenakan
denda administrasi sebeser 10% (sepuluh perseratus)
dari pokok pajok terhutang dengan manerb:.tk cn STP ;

(3) .STP pebagaimanadimaksud ayat (2) Pasul ini diterbit
ken oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Kepaeda aparat pelaksana pemurgutan pajok  penerangan ja
lan diberiken uong perongseng sebesar 5% (-lima persera
tus ) dari realisasi penerln}éan

Pasal 'lh

Bupati Kepala Daerah dspat menghopus tagihan pajék yang
terhutang sebcgion atau seluruhnya sesuci dengan ketentu
an yang berlaku.

.Pasal 15

Jumlsh pajck tambchen, pejek dan dendc administrasi yang

tercentum delem Nota Pajak SKF dan STI depast ditagih de

ngan surat peksa. i
i
BAB VIEII
KERINGANAN DAN FLEMBEBASAN
* Pasel 10

(1) Bupati Kepala Daerah dopat memberikan keringancn dan
pembebasan pajek ;

(2) Keringenan den pembebasan terhadap penggunaan tenaga
listrik pade tempat-tempat,  yang digunckan semata-ge
ta untuk mala:,rani kapant.ingun dibidang ibadah, sosial
kesehatcn, pendidikan den kebudayaan nasional yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dite
tapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

L]
bl
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(3) Tata cara pemberian keringanan dan pembebasan pajak
d .tetapkan oleh Bupati Kepala Daerah

BAB IX

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan secara tertu
lis atas ketetapan pajak kepada Bupati Kepala Dzerzh

(2) Bupati Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6(enam)
bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi
kan keputusan atas keberatan yang diajukan,

(2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak =de
jawaban atau keputusan dari Bupati Kepala Daerzh, ms
ka keberatan pajak dianggap diterima ;

(4) Kewajiban untuk membayar pajak tidak tertunda dengan
diajukannya surat keberatan sebagaimana dimaksud pas
da ayat (1) Pasal ini.

Pasal 18

Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada majelis per
timbangan pajak terhadap Keputusan yang ditetapkan oleh
Bupeti Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat
(2) dalam jengka waktu 3 (tiga) bulan sejek tanggal Kepu
tusan ditetapkan, menurut cara yang ditentukan dalam Per
aturan Majelis Pertimbangan Pa jak.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
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Pasal 19

(1) Barang siepa melanggar ketentuan Pasal 9 ayat(l) dan
(2) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan se
lama=lomanya 3 (tiga) bulan atou derda sebesar-hesar
nya 2p. 50.000,« (lima puluh ribu rupiah).
(2) Tindak pidana sebageimana dimaksud ayat(l) Pasal ini
adalah pelanggaran. 0

BAB XI .
PCNYIDIKAN

Pasal 20

(1) Selzin pejobat penyidik umum yang bertugas menyidik
tindck pidana, penyidikan ayjas tindak pidanc sebagzi
mana dimsksud dalam Peraturan Daerah ini, dapst dilz
kukan juga oleh.penyidik Fegawai Negeri Sipil diling
kungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatcnnys dite
tapkan sesuai dengan Peraturan Perundang - undanzan
yeng b»;'zr.la.’uzl.lr

(2) Dalam melaksanskan tugas penyidikan, Para pejebat se
bageimens dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesecrarg
tentang adanya tindak pidanz

b. Melakukan tindgkan pertama pada saat itu ditempet
ke jadian dan melckuken pemeriksaan,

c. Menyupuh berhenti seseorang tersangka dan memerik
sa tanda pengenal diri tersengka )

d. Holakukan pakvit.ann benda atau surat ;
' @, l-langanbil uidik Jari dan motrat seseorang.

L
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f. Memanggil orang untuk didenger don diperiksa seba
gei tersongka atou saksi ;

g« Mendatongkon orang ahli  yang diperlukan dalem hu
bungannya dengan pemeriksnan perkara

h. Mengadakon perghention penyidikan setelsh mends
pat petunjuk dari penyidik bohwa tidek terdepet
cukup bukti ateu peristiws tersebut bukan merupe
kan tindek pidana dan selanjutnya melalui penyi
dik memberitahukan hal tersebut kepeds penuntul
umum, tersangka atau keluargonga.

i. Mengadakan tindakan loin menurut hukuh yorg dopat
dipertanggung jawabkan.

BAB XII
KETENTUAN FENUTUF

Pasal 21

Dengan berlekunya Peraturen Deerch ini, moka Pere
turan Daerah Kobupaten Dacrah Tingkat II Magelong Nemer
6 Tahun 1985 don ketentuan - ketentiuan lein yong berten
tengan dengan Peraturan Daerch ini  dinyotoken tidek ber
laku,

Pasal 22

Hel ~ hal yang belum diatur dalem Peroturan Deerch
ini sepanjeng mengenai pelaksanaaonnye akan distur lebih
lanjut oleh Bupati Kepela Deerah,
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Pasal 23

Peraturan Daerah ini nulai berlaku pada tanggal

tiundangkan.

igar setiap orang dapat mergetahuinya, memerintahkan me
rgundangkan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya

calam Lembucan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mage
1sng. ‘)
Kota Mungkid, 30 Januari 19€9.
BUFATI KEPAIA DAERAH TINGKAT II

D.F.R.D
KABUFATEN DATI II MAGELANG MAGELANG
KETUA
ttd ttd

H. RAMELAN MOHAMAD SOLIHIN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Targgal 19 April 1993, No. 973.671.33-450 ¢

Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah
ttd
Drs. SOQEJITNO,

Pembina Utama Madya.
NIP. 010 021 794
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Diundengkan dalam Lembaran Dacrah
Kabupaten Drerah Tingkat II Mogelang
Nomor 4 Tahun 1993 ; Tanggal 26 April 1992

Serie A j Nomor 1
Sekretaris Wilayah/Daerah -

ttd

Drs. TOEHADI.
NIP, 500 031 722.°
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PENJELASAN
TERATURAN DALIRAH KABUI ATEN DAGRAH TINGKAT II MAGEILALG
NOMOR -3 TAHUN 1989

. . LENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN DI WILAYAH
KABUFATEN DAIRAH TINGKAT II MAGELANG

%

I. TENJELASAN UNUM.

Penerangan jalan muénpml;;rai arti, fungsi dan man
faat yang sangat besar bagi.rakyat dan masyerzkzt ps
de umumnya karena fungsinya yang bersifat ganda.

Seperti kita ketahui bersama bahwa disatu sisi
arti fungsi dan manfeat adanya penerangan jelen ini
adalech sebagei unsur penunjang demi ketertiban
dan keamanan-umum, sedangkan disisi lsin penerangan
Jelan ini akan dapat.menjedi saraona penunjang diédalam
menciptaken-keindshan kota dan daerah terutamz pada
malam hari.

Penerangan jaelan umum ini, di Wilayah Kabupaten
Deerah Tingkat II Magelang diselenggarakan oleh Peme

rintch Dscreh, Adapun tenaga listrik untuk kepenting .
an dimsksud berescl deri Peruschaan Umua Listrik Nega

ra ateu Perusehaen Listrik Daureh,

Dengan demikien maka Pemerintah Daerah berkewe jiban
untuk membgyer rekening penggunoen listrik untuk ke
perluzn jelen umum tersebut, sehingga untuk ini sudeh
selaycknyalah apabila semua werga masyarekat khusus
nya para pengguns / pelanggen listrik ini ikut serta
berpertisipesi menanggung beban pembayeran penerengan

jelon dimoksud.
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Sebagaimana kita ketahui - bahwa pungutan ini
berdasarkan atas Undang = undang Nomor 12/Drt Tahun
1957 tentang Teraturan Umum Tajok Daerah den Per-
aturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1952 tentang Pelak
senaan Penyershan sebagian dari Uruean Pemerintah
Pusat mengenai Peker jaan Umum kepada Propinsi dan
pencgasan tugas mengenai Pelger jaan Umum dari Ksbupa
ten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa.

Atas dasar Peraturan Terundeng-undangan terse
but diatas, maka Pemerintoh Kabupaten Daerah Tirg
kat II Magelang mengambil kebi jakan mewa jibkan kepa
da semua pelanggan listrik baik yang beraszl dari
Perusahaan Umum Listrik Negara maupun Listrik Dze
rah untuk membayar sejumlah uang gunz pembsyarzn
penggunaan listrik yang diguhakan untuk penerargan
jelan umum berdasarkan daya terpasarg dari masing-
masing pelanggan.. T

11, PENJELASAN TPASAL DEMI PASAL,

Pasal 1 huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas.

huruf ¢ : Cukup jelas. o

huruf d : Penérangan jalan wmum adaleh pe
nerangan jalan yang mesggunakan .
daya listrik dari perusshaan
umum liat.rik Hagara atau perusa
haan listrik daerah yong berada
di jalan = jalan umum di Wilaysh
Kabupaten Daerah Tingkat II Mage
lang yang pengelolaannya dilsksa
nakan oleh Pemerintah Daerch,
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Penerangan jalan umum ini merupa
kan sarana kepentingan umum yang
berfungsi ganda dan pemasangan
nya diprioritaskan pada tempat
~tempat yang rawan.

T

-, Pasal 1 huruf d

huruf e : Cukup jelas.
huruf £ : Cukup jelas.
huruf g : Cukup jelas.
huruf h : Cukup jelas.
huruf i : Cukup jelas

Fasal 2 ayat (1): Cukup jelss.
ayat (2): Cukup jelas,
ayat (3): Cukup jelas,

Fasal 3 huruf a : Cukup jelas.
huruf b :; Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1): Cukup jelas.
ayat (2): huruf a cukup jelas.
huruf b cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup ‘jelas.
g
Pasal : Besarnya penerangan jalan dite
tapkan 9%, kecuali untuk golong- .
an Industri ditetapkan sebesar
3.
Pasal 7 : Cukup jelas,
Pasal & : Cukup Jelas,,

Fasal 9 ayat (1): Cukup jelag.
). a:’rat (2): Cukup Jﬂlﬂﬂ--.

i ayat (3): Cukup jelas
Fasal 10 ayat (1): Cukup jelas.
ayat (2): Cukup jelas.
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Pasal 11 ayat (1)

Pasal 12 ayat
ayat

ayat
FPasal 13 ayat
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16 ayat

Pasal 17 ayat

ayat
ayat

Pasal 18
Pasal 19 ayat

(2)

(1)
(2)

(3)
(1)

(1)
(2)
(3)

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)
(2)

- e

-e
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Cukup Jjelas.
Cukup Jelas.

Cukup Jjelas.

Selain membayar pokok pajak ter
hutahg jika terjadi keterlambaten
pembayaran pajok Jjuga diwajibkan
membayar denda sebesar 107 dari
pokak pajak terhutang.

Cukup jelas.
Cukup Jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

: Cukup jelas.

-l

Cukup Jjelas.
Cukup jelas.

terhadap wajib pajek yang merasa
keberatan terhadap besarny: pejak
diberikan kesempatan menga jukan
permohonan keringanan dengan di
s¢rtai alasan yang kuat.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup Jjelas.
Cukup Jjelas.

Cukup Jjelas.
Cukup jelas,

Dipindai dengan CamScanner



- 18 =

Pasal 20 ayat (1) : Cukup jelas,

ayat (2) : Huruf glr
Huruf b :
Huruf c-:
Huruf d':

Fasal 21
Pesal 22

Huruf e :

Huruf f :

Huruf g
Huruf h :

.l

Huruf i :

(1]

Cukup jelas.

Cukup. jelas.

Cuku; Jeles.

Cukup Jjelas.,

Cukup Jjolas.

Cukuyp Jjelas. .
Cukup Jelas.,

Cukup Jjelas.

Cukup jeles.

Cukup jelas.
Cukup Jeis;s.
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